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TK dan SMA/SMK Biayanya Ditanggung Daerah

PENYALURAN ...
...Dari Hal 24

kan jauh sebelumnya telah di-
persiapkan oleh sekolah.

Katadia, pihaksekolah dalam
mengantisipasi kebutuhan
proses belajar mengajar di
sekolah supaya lancar terpak-
sa keperluan siswa harus diu-
tang di toko dengan perjanjian
setelah dana BOS keluar, baru
akan dibayarkan. Ditambah-
kannya, kalau penyalurandana
mulai dari tahun 2010 sampai
TW 3 tahun 2012 semua aman,
tidak ada hambatan. "Nah ka-
lau sekarangini, apa yang kami
maupakaimembayarutangitu,
sementara pemilik toko sudah
berulangkalimendatangiseko-
lah untuk menagih dan itu hal
yang tidak mungkin terjadi ka-
lau siswa datang ke sekolah ti-
dak belajar di kelas,” ujar Ka-
sim. Berdasarkan ketentuan
pemerintah pusat penetapan
BOS dengan rinciannya, untuk
SD Rp580 ribu persiswa perta-
hun dan SMP Rp710 ribu per-
siswa pertahun.

Kepala Bidang Pendidikan
Dasar (Kabid Dikdas) Abdul-
lah Lamase mengatakan, yang
berwenanguntukmenyalurkan
dana BOS, bukan Pemerintah

Kabupaten (pembkab) atau di-
nas teknis, tetapi dari Pemprov
sesuai peraturan pemerintah.

Kata Abdullah, apa yang dis-
ampaikan pihak sekolah me-
mang benar dan begitu ke-
nyataannyayangterjadidiBuol
untuk di kecamatan Biau, ter-
dapat9sekolahyangsamaseka-
litidakmendapatkucurandana
BOS pada TW 1. Penyebabnya,
adalah dari daftar siswa pener-
ima BOS yang dikirim masing-
masing kepsek melalui dinas
tehnik dilanjutkan ke provinsi
dan pusat, para kepsek meng-
gunakan dasar pelaporan ta-
hun 2010 lalu, yang kebetulan
masih dijabatkepala dinas (ka-
dis)lama, dimana dalam status
nama kecamatan yang belum
diganti yakni dari perubahan
Kecamatan Lipunoto menjadi
KecamatanBiau, tidaktertuang
dalam pengajuan, makanyadis-
itu letak kesalahannya.

Meski demikian, kata Abdul-
lah, pihaknya tetap berjuang
ke provinsi untuk menuntas-
kan persoalan ini, mulai dari
kekurangan BQS yang diterima
sertamelaporkandata-dataseko-
lahyangtidaksempatmenerima
pada TW pertama tahun ini dan
TW 4 tahun 2012 lalu, yang ter-
dapatdi Kecamatan Paleleh dan

Paleleh Barat. "Saya selaku peja-
batbarudidinas, mudah-muda-
han dalam waktu yang tidak ter-
lalu lama, sekolah yang berma-
salahBOSakansecepatnyadapat
dipenuhi,” tandas Abdullah.
Masih kata Abdullah, jika
dalam penyelesaian ini pihak
provinsi tidak menyanggupi
tuntutan sekolah, maka sesuai
penyampaian Pemkab Buol,
dalam hal ini Bupati Amirudin
Rauf akan mengambil langkah-
langkahuntukmencarikansolusi
ataumenanggulangidanakeper-
luansekolah yangkemungkinan
diambil dari pos anggaran yang
sudah diatur oleh daerah.
Berbeda dengan sekolah TK
dan SMA/SMK semua biay-
anya di tanggung daerah atau
BOSDA. Itu tidak ada masalah
karenadatanyalengkap danpe-

- nyaluran tahap pertama tahun

inidipastikan sudahdisalurkan
ke rekening sekolah pada akh-
ir TW berjalan atau bulan Ma-
ret'sesuai petunjuk. "Sayarasa,
mungkin saja laporan on line
yang dikirim dari sekolah, ada
yang eror atau terjadi kesalah-
an data dalam penyaluran, na-
manya perangkat barang elek-
tronik komputer itu tidak men-
jamin 100 persen benar,” ujar
Abdullah.(tam)
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BOS B

BUOL - Hampir seluruh sekolah
penerima dana Biaya Operasional
Sekolah (BOS) SD/SMPyangdianggar-
kan pemerintah pusat ke setiap kabu-
paten dan kota tahap satu atau triwul-
an (tw) pertamatahun 2013 telah diku-
curkan, termasuk di Kabupaten Buol.

Hanyasaja, pencairan BOSinidiper-
soalkanoleh sejumlah sekolah di bumi
Pogogul itu, pasalnya beberapa seko-
lah penerima mengakui bahwa dana
yang ada di bank tidak sesuai dengan
besaran jumlah siswa yang aktif bela-
jar di sekolah setiap hari.

Selain itu, ada juga sekolah yang
sama sekali tidak mendapat kucuran
uang di bank alias rekeningnya ko-
song, bahkan masih terdapatsebagian

Abdullah Lamase

sekolah pada TW 4 belum menerima
hak-hak semua siswa. “Kalau di seko-
lah kami sudah dua TW berturut-tu-
rut tidak mendapat bantuan BOS dari
pemerintah pusat,” ungkap Kepala
SMPN 2 Peleleh Barat, Kasim Umur
kepada Radar Sulteng, belum lama ini.

Kata Kasim, pihaknya sudah beru-
lang kali mendatangi dinas teknis un-
tuk menindaklanjuti bantuan siswa
tersebut, tapi hasilnya tetap tidak ada,
semua pensyaratanyangharusdipenuhi
untuk pencairan dana setiap tahap,
baik berupa laporan pertanggung jaw-
aban (LPJ)), profil sekolah, data-data ke-
siswaan yang aktif sudah disetor, bah-
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